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MOTO
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TURAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi
Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala). Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Peraturan desa sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa. Pembentukan peraturan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Ta-
hun 2014 tentang Desa. Peraturan desa dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam
upaya untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik dan sesuai
dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat karena hal tersebut amat sangat
penting. Pemerintah desa Tumih, selaku eksekutor pembangunan desa haruslah
menetapkan peraturan desa yang berkaitan dengan pembangunan desa agar upaya
yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintah desa sendiri se-
tiap tahunnya tentu akan menetapkan peraturan desa tentang pembangunan desa, yai-
tu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja De-
sa (APBDes) dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berke-
lanjutan.

Dalam hal pembentukan peraturan desa, pemerintah desa tentu perlu adanya
pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawarat Desa (BPD). BPD
memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Badan
Permusyawaratan Desa Tumih kurang berperan dalam membentuk peraturan desa
sehingga Pemerintah Desa Tumih harus bertindak lebih dominan dalam pemben-
tukan peraturan desa. Selain itu juga, Pemerintah desa juga merasa perlu adanya
pengawasan yang ketat terhadap kinerja masyarakat yang menjadi pekerja dalam
pembangunan desa.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah
jenis Penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data
yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, survei, atau wawancara. Penelitian
yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis Penelitian deskriptif analisis, yang
melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara rinci mengenai manusia, situasi,
atau fenomena tertentu. Dalam melakukan analisis isu hukum dari Penelitian ini,
Peneliti menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder
yang didapat dari data tidak langsung atau sumber lainnya.



Dalam pembentukan peraturan desa, terdapat beberapa latar belakang. Latar
belakang filosofis, yang menjadi latar belakang filosofis pada pembentukan pera-
turan desa di desa tumih adalah transparansi, akuntabel dan aspiratif. Kemudian, latar
belakang sosiologis, dimana pada pembentukan peraturan desa di desa tumih adalah
aspek pembangunan desa itu sendiri dan aspek ekonomi. Terakhir, pembentukan per-
aturan desa di desa tumih juga dilatarbelakangi oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, dan Peraturan Bupati.

Pembentukan peraturan desa dalam pembangunan desa di desa tumih tentu
menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Hambatan pembentukan peraturan
desa terhadap pembangunan desa di desa tumih antara lain kurangnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa dalam Pembangungan Desa, Ku-
rangnya kesadaran masyarakat pada saat berpartisipasi dalam Pembangunan Desa,
Pergantian Perangkat Desa yang menjadi kesulitan dalam pembentukan Peraturan
Desa, dan BPD yang kurang berperan dalam pembentukan peraturan desa. Adapun
Tan-tangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa
terhadap pembangunan desa adalah Peran Pemerintah Desa yang lebih dominan da-
ripada BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa, Perlunya pengawasan yang ketat
ter-hadap pelaksanaan Pembangunan Desa agar sesuai dengan RKP yang ditetapkan
dalam Peraturan Desa, dan Adanya persaingan ketika melakukan permohonan bantu-
an Pembangunan Desa kepada Pemerintah Kabupaten.

Setiap tahun pemerintah desa minimal mengeluarkan 2 (dua) peraturan desa
yakni peraturan desa tentang RKP dan peraturan desa tentang APBDes. Menurut
pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Rencana
Pembangunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Peraturan
Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Per-
musyawaratan Desa. APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pem-
biayaan desa.

Pemerintah Desa harus membentuk peraturan desa untuk keberlangsungan
pembangunan, dapat dikatakan peraturan desa adalah panduan pemerintah desa da-
lam melaksanakan pembangunan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemben-
tukan peraturan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa.



RIZAL NUR SETIAWAN. Maret 2024. URGENSI PEMBENTUKAN PERA-
TURAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi
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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang filosofis, sosiologis,
dan yuridis pembentukan peraturan desa tentang pembangunan desa di desa tumih.
Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tan-
tangan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Metode Penelitian yang
Peneliti gunakan pada Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian em-
piris adalah jenis Penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data em-
piris atau data yang diperolen melalui pengamatan, eksperimen, survei, atau wa-
wancara. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis Penelitian
deskriptif analisis, yang melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara rinci
mengenai manusia, situasi, atau fenomena tertentu.

Berdasarkan hasil Penelitian yang Peneliti lakukan, terdapat beberapa hasil yaitu :
Pertama, Pembentukan peraturan di desa tumih dilatarbelakangi aspek filosofis
yakni Transparansi, Akuntabel, dan Aspiratif. Aspek sosiologis yakni aspek pem-
bangunan desa itu sendiri dan aspek ekonomi. Serta aspek peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kedua, Hambatan sekaligus tantangan yang dialami
pemerintah desa tumih adalah kurang berperannya Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam pembentukan Peraturan desa.

Kata Kunci : Pembangunan Desa, Peraturan Desa, Pemerintah Desa.

Xi



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan
judul “Urgensi Pembentukan Peraturan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan
Desa (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kua-
la)”. Penelitian skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti senantiasa sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak

lepas dari keterlibatan dari berbaga pihak. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan do’a, dukungan,
bimbingan, bantuan, yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1.

yang terhormat bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan
menerima Peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi IImu Hukum;

yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku
Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat dan juga selaku Pembimbing Skripsi yang dengan
penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan
Penelitian dan Penelitian skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal
hingga penyelesaian Penelitian skripsi ini;

yang terhormat Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Pro-
gram Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lam-
bung Mangkurat;

yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku
Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan
terkait persoalan akademik kepada Peneliti dari semester awal hingga akhir;
Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhu-
susan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangku-
rat;

yang terhormat Bapak Anas Ma’ruf Selaku Kepala Desa Tumih, yang telah
memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan Penelitian di Kantor
Desa Tumih dalam rangka penyelesaian Penelitian skripsi ini. Seluruh
Perangkat Desa Tumih yang dengan sangat terbuka untuk memberikan data
yang Peneliti perlukan;

Bapak Robadi, selaku ayahanda Peneliti yang mengasuh dan mendidik saya,
memberikan doa serta sokongan, selalu memberikan dukungan dan panduan

xii



dalam aspek kehidupan ini dan akhirat, menjadi teladan dan pendorong bagi
saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

8. Ibu Samiasih, Sebagai Ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan men-
didik saya hingga saat ini, memberikan doa, dukungan moral dan materi, ser-
ta kasih sayang tanpa batas, telah membantu saya untuk mencapai gelar Sar-
jana Hukum ini. Untuk itu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa
terima kasih yang tak terhingga kepada Mama;

9. Nur Rahmawati dan Refa Ramadani, selaku saudari Peneliti yang selalu
memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Peneliti
untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Keluarga besar Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
mendidik, membantu, dan mendoakan Peneliti hingga Peneliti dapat me-
nyelesaikan skripsi ini;

11. M. Nooryasin Irhami, selaku rekan kerja, rekan berkembang dalam kepem-
impinan selama ber-organisasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat;

12. Mawaddah yang selalu senantiasa memberikan doa, bantuan, dukungan, men-
jadi pendengar setia, dan tempat untuk berbagi cerita, sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

13. Para petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lam-
bung Mangkurat Kabinet Garda Cakrawala, M. Ridho Lajuardy Hipni dan
Nur Mutiara Citra Iriya Putri yang telah membantu Peneliti dalam menjalan-
kan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya. Serta seluruh anggota BEM
FH ULM yang turut serta menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya
dalam organisasi;

14. Teman-teman Peneliti lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, su-
dah menjadi pendukung Peneliti dalam menjalani perkuliahan;

15. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, yang telah memberikan wadah kepada Peneliti dalam menya-
lurkan minat dan bakat Peneliti;

16. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Demang Lehman Universitas Lambung
Mangkurat, yang telah menjadi teman tinggal seatap selama Peneliti men-
jalani masa perkuliahan;

17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam
kesempatan ini, yang telah membantu Peneliti baik langsung maupun tidak
langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat
selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan sebagai kar-
ya ilmiah. Oleh karena itu, Peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran
yang membangun untuk perbaikan skripsi. Harapannya, skripsi ini dapat menjadi

xiii



sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, dan setidaknya memenuhi syarat untuk kelu-

lusan dari program studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, Peneliti berharap skripsi ini dapat mem-
berikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi agama,
bangsa, dan negara Indonesia. Semoga harapan tersebut terwujud.

Banjarmasin, Maret 2024

Rizal Nur Setiawan

Xiv



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ... i
HALAMAN SAMPUL DALAM ... i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN .......oooiiieee e iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ... %
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....cooiiiiiiieee e vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..ottt s vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ... viii
RINGIKASAN ...ttt b et be e sae e nbeesneas IX
ABSTRAK .ttt ettt bt e et et anre e Xi
UCAPAN TERIMA KASIH......ccoiiiiiiieiieit e Xii
DAFTAR ISI ... B T B S . D XV
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.......ccocoiierieiieenieeiee XVii
DAFTAR TABELA...... 0 ........... .25 GO oo S B oo D sernnnes XiX
DAFTAR GAMBAR B8 AN . cosvr e ot Tl Bt ... XX
BAB | PENDAHULUAN ... .ottt bt b et sbeesnee e 1
A.  Latar Belakang Masalah ...........cccoiiiniiiiii i 1
B.  RUMUSAN MASAIAN ......coiiiiiiiiiiiii i 3
C.  Keaslian Penelitian ...t 3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............c..coeoieiii i 6
E.  Sistematika Penelitian .........ccooo i 7
BAB Il TINJAUAN PUSTAKAN .. ... 9
A, Tinjauan KonSEPLUAL..........ceoiieiiiii e st 9
B.  PEraturan DESA ........eeieiiieiieiie et 13
C.  Pembangunan DESA ........ccceiiiiiiiieiee ettt st 16
D.  Profil Desa TUMIN ........coiiiiiiiee e 19
BAB Il METODE PENELITIAN ...t 33
A, JBNIS PENEIITIAN ...t 33
B.  SIfat PENelItIAN ........oooviiiiic 33
C.  LOK&SE PENEIITIAN ... s 34
D.  Variabel Penelitian .........cccooiiiiiiiie e 34

XV



E.  JEniS dan SUMDBDEE DAta ........oooviiiiiiieeeiieeee ettt e ettt et eeeee e e e e e e e e e s e s saaanins 35

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel...........cccoooiiiiiiiiiiiii 37
H. Pengolahan dan Analisis Data ..........cccceviiiiiiiiic i 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......ccccoiiiiiiceeees 39
A. Latar Belakang Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Peraturan Desa
Terkait PembanguNan DESaA.........c.ccccuveiiiieiiieeiiee e se e sie e sre e stre e sare e st e srae e snee e srneesreeenneee e 39
B. Hambatan dan Tantangan dalam Pembentukan Peraturan Desa Terhadap
PeMDANGUNAN DESA.......viivieiieiiiieiie et ste ettt sttt te e te e beeste e sreenbeeraesnnesreenres 46
BAB V PENUTUP ...ttt et 46
A STMPUIAN Lot 46
B SAIAN bbb re s 53
DAFTAR PUSTAKA Lttt e b nnee s 54
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt nnne s 57

XVi



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Ten-
tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Ten-
tang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Desa

Peraturan Desa Tumih Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Tumih

XVii



Peraturan Desa Tumih Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Pera-
turan Desa Tumih Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2021

Peraturan Desa Tumih Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2023

Peraturan Desa Tumih Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Peraturan Desa Tumih Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

XViii



Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3
Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6
Tabel 2.7

Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel 2.10

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Desa Tumih Berdasarkan Jenis Kelamin dari Ta-

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tumih dari Tahun 2019-2023...

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dari Tahun 2017-

Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Tumih.........

Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidi-
Sarana Prasarana Keagamaan Desa Tumih...............................

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2017 — 2023................
Daftar Peraturan Desa TUMIN. . ....oooeeiei i,

XiX

19

20
22

25

26
28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintah Desa Tumih tahun

XX



